


244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; g

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

ik

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.






(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 78.015.413.981,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp  (85.252.354.463,75)
b. Realisasi Rp. (7.236.940.482,05)
Selisih Lebih Rp 78.015.413.981,70

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. (295.444.974,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

Setelah perubahan Rp. 90.252.354.463,75
b. Realisasi Rp. 89.956.909.489,75
Selisih Lebih : Rp. (295.444.974,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

Setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
b. Realisasi Rp.  5.000.000.000,00
Selisih Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto
sejumlah Rp. (295.444.974,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto

Setelah perubahan Rp. 85.252.354.463,75
b. Realisasi Rp. 84.956.909.489,75
Selisih Lebih RP (295.444.974,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai
berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 90.161.676.463,75
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 89.929.859.489.75
c. Subtotal (1 -2) Rp. 231.816.974,00
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA / SIKPA) Rp. 77.719.969.007.70
e. Subtotal (3 +4) Rp. 77.951.785.981,70
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. (231.816.974,00)
g Lain-lain Rpr = 1
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) Rp. 77.719.969.007,70

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
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Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
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Lampiran [
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran .3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran.IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XIX

Lampiran XX

: Laporan Realisasi Anggaran;
: Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

:Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan.

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;
:Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
: Daftar

Rekapitulasi  Konstruksi

Pekerjaan;

Dalam

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
: Daftar Dana Cadangan Daerah,;

Lampiran XVII :
Lampiran XVII:
: Daftar

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Dafiar Kewajiban Jangka Panjang;
kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah.






